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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Suatu organisasi/perusahaan baik pemerintah ataupun swasta memerlukan 

suatu sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen 

mempunyai peranan untuk meminimalkan terjadinya kecurangan-kecurangan 

yang terjadi. Kegagalan dalam pengendalian manajemen akan membawa kerugian 

finansial yang besar, rusaknya reputasi, dan bahkan mungkin dapat membawa 

kegagalan bagi organisasi, begitu juga unit organisasi pemerintahan seperti desa. 

Desa mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam bidang 

pelayanan publik. Oleh sebab itu, sistem pengendalian manajemen merupakan 

sesuatu yang harus dijalankan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa 

yang baik (good village governance), serta membantu memastikan bahwa strategi 

dan rencana organisasi dapat dilakukan dan diharapkan mampu menghasilkan 

pengelolaan alokasi dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Pemerintah desa wajib melakukan pengelolaan keuangan serta 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai tugas pokok dan 

fungsinya yang didasarkan pada perencanaan yang strategis yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem 

pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat 

dicapai melalui penerapan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM). 
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Sistem pengendalian manajemen (SPM) dikategorikan sebagai bagian dari 

pengetahuan perilaku terapan (applied behavioral science). Pada dasarnya, sistem 

ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan 

perusahaan / organisasi yang “dianggap baik” berdasarkan asumsi-asumsi 

tertentu. Sistem Pengendalian Manajemen juga dapat membantu memastikan 

bahwa strategi dan rencana organisasi dapat dilaksanakan, bahkan jika kondisi 

berubah, hal itu bisa dimodifikasi.  

Sistem Pengendalian Manajemen juga dapat berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan karena menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, 

melakukan penilaian resiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktivitas 

pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga 

kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap 

seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi 

pada laporan keuangan.  

Sistem Pengendalian Manajemen merupakan suatu proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 

dan seluruh sumber daya manusia (SDM) untuk memberikan keyakinan memadai 

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan 

Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan 
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keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penggangaran; 

pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa. 

 Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang 

Desa, secara resmi memberikan wewenang dan kebebasan bagi desa untuk 

mengatur serta mengelola pemerintahan dan keuangannya sendiri, dan diharapkan 

segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan 

lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata 

pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga 

permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial 

budaya lainnya dapat diminimalisir. 

Maksud Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan 

stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program 

pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong 

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan 

masyarakat. Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) 

adalah: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan 

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan 

kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif 

sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan pemerataan pendapatan, 
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kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dan mendorong 

peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. 

Sasaran pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada 

pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil 

musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui proses perencanaan 

partisipatif. Artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya 

melibatkan para elit desa saja Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat, tetapi harus melibatkan 

masyarakat lain, seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan lain 

sebagainnya. 

Tabel 1.1 

Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Tanjung Baru Kabupaten OKI 

 

No Tahun Anggaran Jumlah Penanggung Jawab 

1. 2017 Rp. 280.500.000 Kepala Desa 

2. 2018 Rp. 220.400.000 Kepala Desa 

3. 2019 Rp. 293.505.905 Kepala Desa 

Sumber : perbup-kab-ogan-komering-ilir-no-1 

Bedasarkan tabel 1.1 dapat diketahui penerimaan Alokasi Dana Desa pada 

Tahun 2019 berjumlah 239.505.905 sedangkan Tahun 2018 berjumlah 

220.400.000 dan Tahun 2017 berjumlah 280.500.000 telah diterima kepala desa, 

dibandingkan pada tahun sebelumnya dari periode terakhir Tahun 2019 saat ini 

yaitu Tahun 2018, pada tahun 2019 Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan 

yang pada tahun 2018 Alokasi Dana Desa berjumlah 220.400.000 dan pada tahun 
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2019 berjumlah 293.505.905 maka diharapkan pengelolaan dana desa ini benar-

benar di pergunakan untuk kebutuhan desa. 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Pemerintah Desa 30% 

dipergunakan untuk biaya operasional penyelengaraan Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti biaya operasional Pemerintah Desa, 

biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional Tim 

Pelaksana Alokasi Dana Desa. Sedangkan 70% Alokasi Dana Desa (ADD) 

digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk 

meminimalisir kemiskinan, dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat 

desa. 

Selama pelaksanaan program pemerintah desa sesuai dengan rencana 

maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menganggapnya tidak menjadi 

masalah. Desa Tanjung Baru terdiri dari 147 kepala keluarga, dan kebanyakan 

masyarakatnya bekerja sebagai petani, serta wiraswasta. Penelitian ini dilakukan 

pada Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan 

karena desa ini merupakan salah satu desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa 

(ADD).  

Penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Tanjung Baru di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki permasalahan 

dalam hal pertanggungjawaban pengunaan dana alokasi desa. Hal ini disebabkan 

antara lain masih adanya petunjuk peraturan untuk mengelola keuangan tersebut 

yang belum dilakukan menurut petunjuk teknis yang diatur dalam pengelolaan 
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keuangan desa sehingga kadang terjadi kekurangan dan penyimpangan dalam 

penyajian laporan keuangan. 

Pada Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat hambatan atas laporan keuangan 

desa yang kurang transparan dalam informasi dan pengelolaannya dari perangkat 

desa baik dari sekretaris desa maupun perangkat desa lainnya, dan juga tidak 

adanya lembaga pelaksana pada pengalokasian dana desa kepada masyarakat 

desa, sehingga menimbulkan opini masyarakat pada kegiatan Alokasi Dana Desa 

(ADD) tersebut seperti tidak adanya tim pengarah, tim pelaksana dan tim 

pendamping nya tindakan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian yang berjudul : Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Atas Alokasi 

Dana Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian sebelumnya, adapun perumusan masalah nya adalah, 

Bagaimana Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Tanjung Baru Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalis sistem pengendalian manajemen 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tanjung Baru Kabupaten Ogan Komering 

Ilir Sumatera Selatan. 

 

 



7 

 

 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.   Manfaat Praktis : 

a. Bagi Pemerintah 

Dapat dijadikan dasar acuan untuk membangun program pemerintah yang 

lebih akuntabilitas, transparan, dan lebih baik bagi masyarakat. 

b. Bagi penulis, penelitian ini selain bertujuan untuk menambah pengetahuan 

serta sebagai bahan masukan mengenai Sistem Pengendalian Manajemen 

Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) Tanjung Baru Kecamatan Tanjung 

Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.  

2.   Manfaat Akademis : 

a. Bagi Almamater 

Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis mengenai 

Sistem Pengendalian Manajemen Atas Alokasi Dana Desa (ADD). 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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